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ABSTRAK

Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok
Pada Masa Pandemi Covid-19
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Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan
untuk pelaksanaan pembangunan dan merupakan sumber pendapatan negara yang
berharga bagi penyelenggaraan, penerapan, dan membantu pembangunan
nasional. Pajak diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Diantara
sembilan jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,
BPHTB dan PBB-P2 memiliki potensi penerimaan pemajakan yang cukup besar.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Statistik
Deskriptif. Penelitian ini bersifat studi empiris dengan mengolah data yang
tersedia secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama
periode tertentu. Sehingga pada penelitian ini digunakan data Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2018-2020. Pada
pemungutan PBB-P2, situasi pandemi covid-19 memiliki pengaruh terhadap
penetapan target yang dilakukan olen Pemerintah Kota Solok. untuk realisasi
pemungutan PBB-P2 dari data yang diperoleh terlihat tidak terpengaruh oleh
kondisi pandemi covid-19. Hal tersebut terlihat pada realisasi pemungutan PBB-
P2 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.. Pada pemungutan BPHTB,
situasi pandemi covid-19 tidak mempengaruhi target dan realisasi pemngutan
BPHTB. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan realisasi pemungutan
BPHTB setiap tahunnya.

Kata Kunci : BPHTB, PBB P-2, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pandemi Covid-
19



ABSTRACT

Analysis of Collection of Duties for Acquisition of Rights on Land and/or
Buildings (BPHTB) and Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2)
in the Framework of Increasing Regional Original Income in Solok City
During the Covid-19 Pandemic

SYAKHRONI HARFAN
NPM. 181000461201052

UNIVERSITY OF MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Tax is one of the sources of state revenue used for the implementation of
development and is a valuable source of state revenue for the management,
implementation and assistance of national development. Taxes are expected to
help the government to improve the welfare and prosperity of the Indonesian
people fairly and equitably. Among the nine types of taxes that are under the
authority of the Regency/City Government, BPHTB and PBB-P2 have a large
potential for tax revenue.The type of research used in this research is descriptive
statistics method. This research is an empirical study by processing available data
periodically to see the development of the object of research during a certain
period. So, in this study, data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
(BPHTB) dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) are used
for 3 (three) years from 2018-2020.In the PBB-P2 collection, the pandemic
Covid-19 situation had an influence on the target setting carried out by the Solok
City Government. for the realization of PBB-P2 collection from the data obtained,
it seems that it is not affected by the conditions of the pandemic covid-19. This can
be seen in the realization of PBB-P2 collection which has increased every year. In
collecting BPHTB, the pandemic COVID-19 situation does not affect the target
and realization of BPHTB collection. This can be seen by the increase in the
realization of BPHTB collections every year.

Keyword : Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB), Rural and Urban
Land and Building Tax (PBB P-2), Locally-generated revenue (PAD), Covid-19
Pandemic
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